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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
 

ABSTRAK: - Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan optimalisasi pendapatan 
daerah dari sektor pajak daerah khususnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan, maka perlu mengatur dan merumuskan kembali 
ketentuan mengenai nilai perolehan objek tidak kena pajak dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan. 

- Dasar hukum Praturan Daerah ini :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah dengan mengubah Undang – Undang 
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan 
Daerah Kabupaten Blora Nomor 10  Tahun 2011 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan.   
 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : mengubah Peraturan 
Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 6 dengan menambah 1 (satu) ayat 
yakini ayat (9) yang berbunyi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Wajib Pajak.  

-  
CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                 

12 Desember  2018. 
- Penjelasan: 3 hlm. 

 


